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This article offers a new paradigm i analyzing migrant worker problems in Indonesia, particularly
nbout its relationship with Malaysia, as one of the most significant destination country for
Indonesian migrant workers. Migrant workers issues must be analyzed with social economy, politics
and humanitarian perspectives, o obtain a comprehensive view towards this never-ending problem.
Diplomacy becomes a very important aspect if we want to discuss about the protection of Indonesian
Migrant Worker. Indonesian Government needs to invite a further involvement of NGO to
implement dual track diplomacy, since this problem is too complicated to be solved only by the
government. This article is also supported with the historical background of the occurrence processes
of the migrant worker in the world, and between Indonesia-Malaysia in particular.

PENDAHULUAN

Seputar bulan Juli-September 2002, menyu-
sul pemberlakuan Immigration Act 1154
Tahun 2002 oleh pemerintah Malaysia, ra-
tusan ribu tenaga kerja Indonesia yang ti-
dak dilengkapi dokumen resmi {undocu-
mented migrant worker) yang bekerja di Ma-
laysia dideportasi lewat Nunukan. Tidak
kurang dari 350.000 TKI dikembalikan ke
Indonesia, 70 orang di antaranya mening-
gal dunia akibat buruknya penanganan se-
lama periode pemulangan tersebut, misal-
nya karena buruknya sanitasi yang memicu
terjadinya berbagai penyakit. Sekitar 700
crang ditahan di kamp penampungan oleh
pemerintah Malaysia, sementara 23 orang
lainnya menghadapi hukuman cambuk.!
Elite-elite politik di kedua negara saling
melontarkan kecaman, disusul dengan insi-
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den pembakaran bendera Malaysia di Ja-
karta. Malaysia membalas secara reaktif de-
ngan mengeluarkan travel warming bagi
warga negaranya yang akan bepergian ke
Indonesia. Periode tersebut dapat dikata-
kan sebagai salah satu titik terburuk dalam
hubungan ketenagakerjaan antara Indone-
sia dan Malaysia yang telah terjalin berpu-
luh-puluh tahun lamanya.

Belum pupus ingatan kita akan peristiwa
yang dikenal dengan Kasus Nunukan ter-
sebut, bulan Mei yang lalu nama Nirmala
Bonet menjadi headline hampir di semua su-
rat kabar di Indonesia dan Malaysia. Pe-
Tempuan warga negara Indonesia asal Nu-
sa Tenggara Timur berusia 19 tahun ter-
sebut mengalami penderitaan saat bekerja
sebagai pembantu rumah tangga di Malay-
sia. Siksaan fisik dan tekanan psikis diteri-
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manya selama berbulan-bulan dari maji-
kannya, seorang Warga Negara Malaysia.
Berbagai reaksi kemudian berdatangan dari
beberapa kalangan di dalam negeri. Seba-
gian besar mengecam terjadinya peristiwa
tersebut dan menyatakan keprihatinan ter-
hadap lemahnya perlindungan yang dite-
rima oleh warga negara Indonesia di luar
negeri. Elite-elite politik dari kedua negara
juga menunjukkan reaksi dan simpati ter-
hadap kasus ini. Perdana Menteri Ahmad
Badawi mengomentari kasus ini sebagai
“peristiwa yang memalukan”, sementara
Presiden Megawati tidak ketinggalan me-
nyempatkan diri untuk bertemu dengan
ibu kandung Nirmala Bonet sebelum ia be-
.rangkat ke Kuala Lumpur untuk menemui
putri kandungnya tersebul.

Kemudian pada bulan Juli diberitakan bah-
wa mantan majikan Nirmala Bonet, Yim
Pek Ha, dibebaskan bersyarat dengan uang
jaminan sebesar 85 ribu ringgit Malaysia
atas pertimbangan kemanusiaan. Sebagai
bahan pertimbangan pembebasan bersya-
ratnya, Yim Pek Ha disebutkan mengidap
penyakit darah tinggi dan masih memiliki
anak balita. Namun demikian, pembebasan
bersyaratnya tersebut akan dicabut apabila
ia meninggalkan Selangor tanpa izin dari
Mahkamah Tinggi Malaysia. Paspornya di-
tahan oleh Mahkamah Tinggi dan namanya
telah masuk dalam black list sebagai warga
negara Malaysia yang dilarang mempeker-
jakan pembantu rumah tangga dari negara
asing.2 Walau dirasa kurang mencerminkan
rasa keadilan atas perbuatan yang telah di-
lakukannya terhadap Nirmala Bonet, pihak
pemerintah Indonesia tetap menghormati
dan memahami keputusan yang dikeluar-
kan majelis hakim di Malaysia tersebut. Ka-
sus Nirmala pun pelan-pelan kembali hi-
lang, di tengah maraknya perdebatan poli-
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tik seputar Pemilu dan masalah-masalah
lainnya.

Dua kasus di atas hanya sekelumit peristi-
wa dari panjangnya daftar masalah yang
terjadi di seputar tenaga kerja migran dari
Indonesia. Pujian sebagai “pahlawan devi-
sa” dianugerahkan kepada mereka, semen-
tara nasib dan perlakuan yang diterima
oleh sebagian besar dari mereka jauh dari
sebutan pahlawan tersebut. Saat bangsa In-
donesia mengalami pergantian kepemim-
pinan nasional yang dilakukan secara de-
mokralis, persoalan tenaga kerja migran
harus kembali dicermati, khususnya yang
menyangkut masalah perlindungan mereka
di luar negeri dan kaitannya dengan diplo-
masi yang dijalankan oleh pemerintah In-
donesia selama ini, serta kebijakan-kebijak-
an yang akan diambil di masa mendatang.

PERKEMBANGAN MIGRASI TENAGA
KERJA BESERTA DIMENSI-DIMENSI-
NYA

Migrasi merupakan fenomena yang telah
berlangsung mengikuti perjalanan per-
adaban manusia. Perpindahan penduduk
dari negara asal ke luar batas negaranya
semakin sering terjadi di hampir. seluruh
belahan dunia, dengan jumlah yang terus
meningkat dan alasan yang beragam. Ala-
san yang mendasari migrasi tersebut antara
lain adalah alasan ekonomi, situasi politik
di dalam negeri yang tidak menentu, sam-
pai terjadinya bencana alam.

Migrasi tenaga kerja merupakan bagian da-
1i proses migrasi internasional. Pada awal-
nya, migrasi tenaga kerja ini terjadi untuk
memenuhi kekurangan tenaga kerja jangka
pendek (short-terms labor shorlages), seperti
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yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1950-
an, dengan mendatangkan pekerja-pekerja
asal Meksiko.? Pertumbuhan penduduk
yang lambat dikombinasikan dengan kon-
disi perekonomian yang cukup baik di ka-
wasan Eropa Utara dan Eropa Barat pada
tahun 1960 sampai pertengahan tahun 1970
juga membuka peluang bagi masuknya pe-
kerja asing.4

Agenda global sendiri memandang migrasi
tenaga kerja sebagai proses yang tidak ter-
pisahkan dari pembangunan, dengan men-
jadikan migrasi tersebut sebagai potensi
positif dalam mendorong pembangunan.s
Migrasi yang pada awalnya dipandang se-
bagai tanda kegagalan atau kemunduran
suatu negara memenuhi kebutuhan rakyat-
nya terhadap pasar kerja, kemudian diper-
caya menjadi salah satu usaha pembangun-
an dalam mengurangi tingkat kemiskinan
dan pengangguran. Disebutkan bahwa to-
tal uang yang mengalir ke negara-negara
asal para migran (official remittance) menca-
pai 665 miliar dolar AS pada tahun 1989.f

Sampai akhir dekade ‘80-an, masalah-ma-
salah migrasi tenaga kerja masih dipan-
dang dalam perspektif ekonomi-politik.
Perspektif ini memandang terjadinya mi-
grasi internasional dengan fokus ketidak-
samaan tHngkat upah yang terjadi secara
global, hubungan ekonomi dengan negara
penerimanya, termasuk juga masalah per-
pindahan modal, peran yang dimainkan
oleh perusahaan multinasional, serta per-
ubahan struktural dalam pasar kerja yang
berkaitan dengan perubahan dalam pem-
bagian kerja di dngkat internasional (inter-
national division of Iabour).”. Perpindahan
penduduk dari negara pengirim (sending
country) ke negara penerima tenaga kerja
migran (receiving conntry) akan membuat
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negara pengirim mendapat keuntungan re-
mittance, sedangkan negara penerima akan
mendapat keuntungan pasokan tenaga ker-
ja murah.8

Memasuki masa pasca perang dingin, se-
iring dengan mulai berubahnya paradigma
tentang keamanan, masalah migrasi tenaga
kerja mulai dipandang sebagai salah satu
bentuk ancaman keamanan di berbagai ne-
gara. Hal ini dimungkinkan karena studi-
studi tentang strategi keamanan kini lebih
dipandang secara luas, ketimbang terfokus
pada penggunaan kekuatan militer. Konflik
Hdak lagi dipandang dalam konteks ke-
kerasan yang dilakukan oleh pasukan ber-
senjata, dan ancaman terhadap suatu nega-
ra tidak lagi dipersepsikan dengan datang-
nya kekuatan militer dari negara lain? Se-
makin pesatnya pembangunan ekonomi
dan saling ketergantungan antara negara-
negara di dunia memunculkan masalah-
masalah seperti lingkungan hidup, teroris-
me, demografi (termasuk di dalamnya ma-
salah migrasi tenaga kerja), penyebaran pe-
nyakit baru, seperti HIV/AIDS menjadi fak-
tor yang diperhitungkan dalam keamanan
suatu negara atau antarnegara.

Dalam lingkup negara-negara ASEAN, ma-
salah-masalah kemanan nonkonvensional
tersebut mulai mendapat perhatian luas,
baik dari para kepala negara/pemerintahan
maupun para akademisi. Pada masa Pe-
rang Dingin, masalah-masalah keamanan
tradisional dan konvensional antara nega-
ra-negara ASEAN tertutup oleh maraknya
usaha perebutan pengaruh antara Amerika
Serikat, Uni Soviet dan Cina. Konfrontasi
Indonesia-Malaysia, adanya beberapa
pangkalan milik AS di Filipina, serta masa-
lah Kamboja merupakan beberapa contoh
dari usaha perebutan pengaruh tersebut.
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Setelah Perang Dingin, masalah-masalah
tersebut mulai mengemuka kembali. Seja-
rah kolonial di Asia Tenggara telah mewa-
risi sumber-sumber konflik tradisional, se-
perti sengketa teritorial dan gerakan sepa-
ratisme. Di lain pihak, perkembangan tek-
nologi, modernisasi, dan pertumbuhan
ekonomi telah menimbulkan sumber-sum-
ber konflik nonkonvensional, yang antara
lain meliputi masalah sumber daya laut,
lingkungan dan migrasi.® Masalah migrasi
mulai dirasakan sebagai permasalahan
yang serius karena dampak yang ditimbul-
kannya dapat mempengaruhi stabilitas su-
atu negara, bahkan hubungan bilateral
antara kedua negara.

Satu dimensi lagi selain dimensi ekonomi
dan politik-keamanan yang disebutkan se-
belumnya adalah dimensi kemanusiaan.
Pendekatan humanitarian melihat tenaga
kerja migran tidak hanya sebagai komodi-
tas antara dua negara yang mendatangkan
keuntungan tersedianya tenaga kerja mu-
rah di satu pihak, tetapi juga masuknya de-
visa bagi pihak lain. Sebagian besar tenaga
kerja migran dari negara-negara berkem-
bang bekerja di sektor-sektor informal, con-
tohnya sebagai pembantu rumah tangga,
sebuah lapangan pekerjaan yang sangat
rentan terhadap terjadinya berbagai penye-
lewengan, seperti jam kerja yang berlebih-
an, minimnya upah, serta kasus-kasus ke-
kerasan.  Mereka harus dilihat sebagai
kumpulan manusia yang pergi ke luar ne-
garanya, terutama karena negara asal tidak
mampu memberikan lapangan pekerjaan
dalam jumlah yang cukup dan upah yang
baik.

Karena alasan kepergian mereka dan ke-
adaan lingkungan kerja yang harus mereka
hadapi, maka isu tenaga kerja migran terse-
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but harus dilihat dengan menggunakan
perspektf humanitarian, dimana hak-hak
mereka, terutama perlindungan saat mere-
ka akan diberangkatkan, selama masa be-
kerja di luar negeri, maupun masa kepu-
langan harus benar-benar diperhatikan
oleh negara. Para tenaga kerja migran terse-
but memberikan sumbangan besar bagi
masalah pengangguran yang Hdak juga da-
pat terselesaikan di Indonesia.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh para
tenaga kerja migran tersebut apabila dikait-
kan dengan perspektif humanitarian ada-
lah status mereka yang sebagian besar di-
anggap menyalahi hukum yang berlakuy,
baik di Indonesia maupun Malaysia.
Pemerintah suatu negara menetapkan sya-
rat-syarat tertentu bagi para penduduk dari
negara lain untuk dapat memasuki negara-
nya. Persyaratan yang umum dijumpai
adalah adanya dokumen dan surat-surat
tertentu (misalnya paspor, visa, surat ja-
minan kondisi finansial), serta ketentuan
tentang tempat-tempat resmi untuk masuk
ke negara yang bersangkutan {misalnya pe-
labuhan udara, laut ataupun pos masuk ja-
lan darat). Persyaratan tersebut berbeda-be-
da, disesuaikan dengan tujuan kunjungan.
Persyaratan untuk masuk sebagai wisata-
wan tentunya berbeda dengan persyaratan
bagi mereka yang masuk untuk bekerja
atau belajar. Para penduduk dari negara la-
in yang masuk tanpa memiliki persyaratan-
persyaratan tersebut, atau masuk melalui
tempat-tempat tidak resmi dinyatakan se-
bagai imigran ilegal.

Bagi mereka yang datang untuk bekerja,
Piyasiri mendeskripsikan beberapa kondisi
yang menyebabkan seseorang disebut seba-
gai pekerja migran ilegal, yaitu:1?

GLOBAL Vol. 7 No. 1 November 2004




Dual-Track Diplomacy Government-NGO

1. masuk ke negara tujuan secara tidak
Tesmi;

2. masuk ke negara tujuan secara resmi,
tetapi menyalahi batas waktu tinggal
(overstayed);

3. memanipulasi izin masuk resmi, mi-
salnya menggunakan visa turis untuk
bekerja; dan,

4. Meninggalkan majikan lama yang
mengurus visa dan izin perekrutan dan
bekerja di majikan yang baru.

Sedangkan Azizah Kassim mendeskripsi-
kan hal-hal yang hampir serupa, membagi
pekerja migran ilegal ini ke dalam tiga ka-
tegori, yaitu:

1. Mereka yang datang ke negara tujuan
secara sembunyi-sembunyi tanpa di-
lengkapi dengan dokumen-dokumen
yang resmi. Jenis pekerja migran ilegal
ini biasanya menggunakan jaringan pe-
rekrutan secara informal, berdasarkan
hubungan saudara, pertemanan, atau
cara-cara lain yang dianggap cepat,
murah dan tidak memerlukan banyak
dokumen;

2. mereka yang menyalahi batas izin ting-
gal, biasanya menggunakan visa kun-
jungan wisata, namun tetap tinggal di
negara yang bersangkutan saat visa
mereka habis masa berlakunya; dan,

3. mereka yang menyalahgunakan kont-
rak, yaitu para pekerja migran yang di-
rekrut secara legal dari negara asalnya,
tetapi meninggalkan majikan asalnya,
dan mencari pekerjaan di tempat lain

Para tenaga kerja migran Indonesia sebagi-
an besar dianggap menyalahi hukum kare-
na masalah dokumen. Mereka rata-rata
tidak mempunyai izin kerja dan hanya me-
miliki paspor. Paspor yang mereka miliki
pun umumnya didapatkan dengan memal-
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sukan data-data, seperti usia dan daerah
asal. Namun hal ini bukan semata-mata
kesalahan dari para pekerja migran terse-
but, karena tingginya minat para pencari
kerja ke negeri jiran ini kemudian diman-
faatkan para oknum untuk mengeluarkan
dokumen-dokumen keimigrasian tanpa ha-
rus disertai dengan data-data yang sebe-
narnya.

Untuk memberi penekanan pada dimensi
humanitarian, maka dalam penulisan arti-
kel ini para TKI Hdak disebutkan sebagai
TKI ilegal, melainkan sebagai TKI undo-
cumented. Artikel ini juga akan mengguna-
kan istilah origin country dan destination
country atau negara asal dan negara tujuan
pekerja migran, untuk menggantikan se-
butan sending dan receiving couritry. Sebutan
sending dan receiving couniry menggambar-
kan para pekerja migran tersebut semata-
mata sebagai “komoditas” tenaga kerja
yang dapat diperjualbelikan antara dua ne-
gara.

PERKEMBANGAN HUBUNGAN KETE-
NAGAKERJAAN ANTARA INDONE-
SIA-MALAYSIA

Malaysia merupakan salah satu negara
yang berhubungan dengan masalah mig-
rasi, khususnya migrasi tenaga kerja. Awal
masuknya tenaga kerja migran ke Malaysia
tidak bisa dilepaskan dari diterapkannya
Kebijakan Ekonomi Baru {(New Economic
Policy/NEP) pada periode tahun 1971-1990.
Kebijakan tersebut memicu ekspansi indus-
tri di Malaysia, terutama sektor manufak-
tur, yang kemudian diikuti oleh penambah-
an kesempatan kerja di sektor perdagang-
an, jasa dan birokrasi pemerintahan yang
hampir seluruhnya terpusat di daerah per-
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kotaan.

Perkembangan tersebut berpengaruh terha-
dap struktur tenaga kerja migran yang da-
tang ke Malaysia, yang dapat dijelaskan da-
lam dua sebab.!? Pertama, pesatnya pertum-
buhan sektor manufaktur menyebabkan
banyak penduduk muda Malaysia yang
kemudian pindah ke kota untuk mengisi
lapangan pekerjaan di sektor manufaktur
dan jasa. Hal tersebut juga dipicu oleh se-
makin tingginya bngkat pendidikan ang-
katan kerja Malaysia terutama sejak dite-
rapkannya NEP pada awal tahun 1970-an.
Semakin tingginya tingkat pendidikan, ter-
utama di daerah pertanian, menyebabkan
meningkatnya harapan untuk bekerja di
sektor modern yang menjanjikan upah le-
bih Hnggi. Akibatnya, terjadi kekurangan
tenaga kerja di sektor pertanian. Kekurang-
an tenaga kerja tersebut terutama sangat di-
rasakan di daerah Trengganu, Pahang, Ke-
lantan, Johor, Perak, dan Kedah. Pada ta-
hun 1980-1985, Malaysia pernah meng-
alami kerugian di bidang perladangan ka-
ret dan kelapa sawit sebesar 370 juta ringgit
Malaysia yang menyebabkan turunnya pe-
nerimaan devisa Malaysia.”? Masalah keku-
rangan tenaga kerja ini bila tidak segera di-
atasi akan membahayakan perekonomian
Malaysia. Walaupun sektor manufaktur te-
lah tumbuh pesat dan menghasilkan devisa
yang besar, sektor pertanian tetap merupa-
kan sektor andalan dalam menghasilkan
devisa.

Kedua, NEP juga meningkatkan kesempat-
an bagi wanita Malaysia yang berpendidik-
an tinggi untuk bekerja di lapangan kerja
formal. Tingginya kesempatan untuk ber-
karir ini pada akhimya menyebabkan ke-
butuhan terhadap pembantu rumah tangga
menjadi sangat besar. Sementara itu, wani-
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ta Malaysia yang kurang mendapat pendi-
dikan formal lebih tertarik untuk mengisi
pekerfjaan di sektor manufaktur karena
tingkat upah yang lebih tinggi. Akibatnya
terjadi kekurangan tenaga kerja untuk
menjadi pembantu rumah tangga di Malay-
sia.

Dua perkembangan ini kemudian mem-
buat Pemerintah Malaysia membuka ke-
sempatan terhadap masuknya para pekerja
asing. Dari beberapa negara yang menjadi
pemasok kebutuhan tenaga kerja untuk
Malaysia, Indonesia menempati posisi yang
sangat signifikan dalam segi kuantitas.

Sampai dekade ‘70-an, kehadiran TKI di
Malaysia belum menjadi suatu masalah ba-
gi masyarakat Malaysia. Kehadiran mereka
bahkan tidak terlalu dirasakan oleh sebagi-
an besar warga Malaysia karena jumlah
mereka yang relatif kecil dan terkonsentrasi
di pedesaan. Pada tahun 1979, Wakil
Menteri Perburuhan Malaysia mengumurmn-
kan bahwa pekerja Indonesia yang bekerja
di Malaysia berjumlah sekitar 12.000
orang. Secara keseluruhan, kehadiran TKI
pada waktu itu belum menunjukkan masa-
lah berarti. Sektor modern di kota tumbuh
pesat dan berhasi! menyerap angkatan ker-
ja Malaysia, baik yang datang dari perkota-
an ataupun pedesaan. Sementara itu, TKI
yang jumlahnya terus meningkat mendapat
respon yang cukup baik karena kehadiran
mereka memang benar-benar dibutuhkan,
terutama oleh pihak perkebunan.

Situasi mulai berubah saat memasuki deka-
de ‘80-an, ketika arus migrasi dari Indone-
sia ke Malaysia meningkat secara tajam. Pa-
da tahun 1981, Pemerintah Malaysia mem-
perkirakan jumlah pekerja Indonesia telah
meningkat menjadi sekitar seratus ribu
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orang. Menurut laporan Muasalah-Masalah
Buruh dan Tenaga Kerja yang dikeluarkan
Kementerian Malaysia (nama baru dari
Kementerian Perburuhan) tahun 1978/1988,
pada tahun 1984 terdapat kurang lebih
500.000 pekerja asing di Malaysia, yang di-
dominasi oleh TKI ilegal. Mereka tidak ha-
nya bekerja di sektor perkebunan di daerah
pedesaan, tetapi juga direkrut untuk beker-
ja sebagai pembantu rumah tangga dan pe-
kerja di sektor konstruksi yang kebanyakan
berlokasi di perkotaan. Jumlah mereka
yang meningkat secara drastis tersebut mu-
lai menarik perhatian masyarakat umum.’”

Pada dekade yang sama, Malaysia terkena
dampak resesi ekonomi dunia akibat krisis
minyak dan merosotnya harga kebutuhan
barang-barang primer. Pertumbuhan ma-
nufaktur yang dijadikan andalan program
NEP mulai mengalami penurunan, sehing-
ga banyak industri di Malaysia menghenti-
kan produksinya dan menyebabkan pe-
ningkatan angka pengangguran. Keadaan
ini menyebabkan penduduk Malaysia dan
para TKI, khususnya TKI yang ilegal, ke-
mudian saling berkompetisi secara lang-
sung. Masalah TKI mulai muncul ke per-
mukaan dan menimbulkan dampak dalam
kehidupan sosial, ekonomi dan politik di
Malaysia.

Beberapa kelompok masyarakat Malaysia
kemudian turut memberi komentar atas ke-
hadiran TKI tersebut. Salah satu komentar
dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal Denio-
cratic Action Party (DAP), Lim Kit Siang, di-
dukung oleh petinggi partai MCA (Malayan
Chinesse Association) yang mempersoalkan
besamya kehadiran TKI dikaitkan dengan
masalah perimbangan ras di Malaysia.l6
Keluhan juga datang dari pihak National
Union of Plantation Worker (NUPW) dan
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Malaysia Trade Union Congress (MTUC). Ke-
sediaan TKI untuk menerima upah yang le-
bih rendah ternyata kermnudian menggang-
gu posisi tawar kelompok tersebut. Mema-
suki dekade 90-an, komentar tentang TKI
datang dari elite-elite pemerintahan Malay-
sia, seperti yang disampaikan oleh Perdana
Menteri Mahathir Mohammad, yang meng-
ingatkan bahwa ketergantungan yang ting-
gi akan pekerja asing akan menimbulkan
masalah serius di bidang sosial dan ke-

sehatan.!”

Masalah yang ditimbulkan oleh TKI, khu-
susnya yang termasuk kategori undocn-
mented ini membuat pemerintah Malaysia
melakukan serangkaian langkah-langkah
penanggulangan, baik yang bersifat koope-
ratif maupun koersif. Langkah kooperatif
dilakukan pada tahun 1984, dengan ditan-
datanganinya Medan Agreement antara Pe-
merintah Republik Indonesia, yang diwa-
kili oleh Menteri Tenaga Kerja, Sudomo,
dengan Wakil Perdana Menteri/Menteri
Dalam Negeri Malaysia, Datuk Musa Hi-
tam. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa
penambahan tenaga kerja Indonesia oleh
calon pemberi pekerjaan di Malaysia harus
dibuat melalui jalur resmi, yaitu melalui
Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga
Kerja dan Departemen Imigrasi Malaysia,
serta Menteri Tenaga Kerja Indonesia. Ben-
tuk kooperatif yang lain adalah dengan
upaya pemutihan (legalisasi) bagi para TKI
pada tahun 1989 dan 1991.

Namun demikian,mekanisme resmi yang
ditawarkan dalam Medan Agreement terse-
but kurang mendapat respon positif, baik
dari pihak pengusaha maupun pekerja sen-
dird. Banyaknya birokrasi yang harus dija-
lani menyebabkan proses tersebut berjalan
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lambat dan memakan biaya yang tidak se-
dikit.

Kegagalan Medan Agreement kemudian di-
tindaklanjuti oleh usaha legalisasi atau pe-
mutihan yang dilakukan terhadap TKI wi-
documented yang bekerja di sektor perke-
bunan. Usaha ini pun tidak membawa hasil
yang memuaskan, karena sejak program
legalisasi ini diterapkan tahun 1989 sampai
memasuki tahun 1991, hanya sejumlah
19.984 TKI ilegal yang berhasil dilegalisasi-
kan, dari keseluruhan jumlah sekitar
500.000 orang.'®

Melihat hasil yang kurang memuaskan ini,
Pemerintah Malaysia kembali melakukan
proses legalisasi, namun dengan prosedur
yang lebih ringan, berupa pemberian am-
nesti. Secara teknis, para pengusaha Malay-
sia yang mempekerjakan TKI undocumented
diperintahkan untuk mendaftarkan para
pekerjanya tersebut ke Kedutaan Besar Re-
publik Indonesia.

Berbeda dengan tindakan-tindakan sebe-
lumnya, proses legalisasi ini kemudian di-
ikuti oleh usaha koersif berupa dilancar-
kannya Ops Nyah I (Get Rid Operation I)
yang bertujuan mendukung pelaksanaan
legalisasi tahap kedua tersebut, dengan me-
mulangkan para TKI ilegal yang tidak juga
menjalankan preoses legalisasi, sekaligus
menghentikan masuknya arus pekerja un-
doctumented,

Ops Nyah I dilaksanakan pada awal bulan
Januari 1992 dengan menitikberatkan pada
garis pantai Selat Malaka dan perbatasan
daerah utara. Sedangkan Ops Nyah II
dilaksanakan bulan Juli 1992, dengan berfo-
kus pada seluruh daratan Malaysia. Para
TKI ilegal yang tertangkap kemudian dide-
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portasikan. Tidak kurang dari enam batali-
on polisi khusus dikerahkan dalam operasi
ini, disertai dengan pembangunan bebera-
pa kamp penampungan bagi mereka yang
tertangkap.

Memasuki tahun 1998, Malaysia kembali
melaksanakan Ops Nyah yang keliga. Di-
bandingkan dengan dua operasi terdahulu,
Ops Nyah I melibatkan lebih banyak apa-
rat, oleh karena itu operasi tersebut
dinamakan Ops Nyah Bersepadu (Integraf-
ed Get Rid Operation). Unsur-unsur yang
terlibat antara lain dari Kepolisian,
Angkatan Laut, Bea Cukai, Imigrasi,
Angkatan Darat dan Angkatan Udara.
Sasaran operasi meliputi darat, laut, dan
udara, dengan penjagaan ketat di perairan
Selat Malaka, perbatasan Malaysia-Indone-
sia di Pulau Sumatera dan Kalimantan,
serta di bandar udara. Bahkan di beberapa
stasiun kereta api sering dijumpai polisi
bersenjata senapan M-16. Operasi ini juga
bertujuan untuk mengadakan pembersihan
di kalangan aparat Malaysia yang terlibat
sindikat TKI ilegal.

Pada tahun 2000, terjadi kerusuhan di
Cyberjaya yang disebabkan oleh beberapa
TKI, dan disinyalir terkait dengan Gerakan
Aceh Merdeka. Sejak itu, hubungan kete-
nagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia
senantiasa mengalami pasang surut. Kabar
paling akhir dari Kuala Lumpur, pemerin-
tah Malaysia kembali akan memulangkan
TKI uridocumented. Namun setelah pemerin-
tah Indonesia mengadakan konsultasi, pe-
mulangan tersebut ditunda sampai berak-
hirnya Pemilu Presiden putaran kedua pa-
da bulan September 2004, tepatnya pada
bulan Januari 2005, walaupun sebagian ke-
cil dari mereka telah berangsur-angsur di-
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pulangkan pada waktu-waktu belakangan

Dari beberapa permasalahan seputar hu-
bungan ketenagakerjaan antara Indonesia-
Malaysia, khususnya pada masalah perlin-
dungan TKI, dapat dilihat bahwa masalah
diplomasi menjadi bagian yang sangat pen-
ting. Diplomasi menjadi unsur yang sangat
signifikan dalam masalah perlindungan
TK], karena upaya perlindungan TKI di ne-
gara-negara tujuan akan melibatkan perwa-
kilan Republik Indonesia di negara-negara
tersebut.

Selain diplomasi konvensional yang dija-
lankan oleh perwakilan-perwakilan Repub-
lik Indonesia di luar negeri, kini kita juga
mengenal second frack diplomacy, yaitu ben-
tuk diplomasi yang dimainkan oleh aktor-
aktor non-negara, seperti individu atau
non-governmental organization (NGO). Ben-
tuk diplomasi seperti ini akan memegang
peranan yang semakin penting di masa de-
pan, karena keterlibatan masyarakat sipil
seharusnya dilihat sebagai mitra negara
yang konstruktif dalam kurut serta menye-
lesaikan permasalahan-permasalahan yang
tidak mungkin dapat diselesaikan seluruh-
nya oleh negara tersebut. Bentuk diplomasi
yang dijalankan oleh aktor negara dan non-
negara ini kemudian dapat kita sebut seba-
gai dual track diplomacy.

Hal lain yang menjadikan bentuk dual track
diplomacy ini menjadi semakin penting ada-
lah berkembangnya teknologi informasi.
Pemerintah suatu negara tidak lagi dipan-
dang sebagai satu-satunya sumber infor-
masi tentang hal atau permasalahan di ne-
gara tersebut. NGO dengan kekuatan jeja-
ring (nefworking) ataupun figur-figur in-
dividu yang berpengaruh, atau bahkan
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suatu perusahaaan mulitinasional dapat
menjadi alternatif sumber informasi yang
dapat dipercaya.

USAHA-USAHA DIPLOMASI DALAM
HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN
ANTARA INDONESIA DAN MALAY-
SIA :

Hubungan antara Pemerintah Indonesia
dan Malaysia

Sebagai elemen yang sangat penting dalam
perlindungan masalah tenaga kerja Indo-
nesia di Malaysia, nampaknya diperlukan
banyak pembenahan dalam hubungan
yang terjalin antara pemerintah kedua ne-
gara. Dua hal yang sangat menonjol adalah
masalah regulasi dan komunikasi politik.

Dalam bidang regulasi, Pemerintah Indo-
nesia dan Malaysia hanya memilki Nota
Diplomatik dan Nota Kesepakatan menge-
nai masalah Tenaga Kerja Formal dan In-
formal. Pada bulan Agustus tahun 2002,
dalam Summit Meeting di Bali, Megawati
dan Mahathir Mohammad gagal untuk
mencapai kesepakatan yang dapat diterima
oleh kedua belah pihak dalam masalah
tenaga kerja migran.

Memorandum of Understanding dan Exchange
of Note tahun 1996 dan 1998 tersebut belum
cukup untuk dijadikan dasar hukum bagi
terdptanya hubungan ketenagakerjaan
yang lebih baik antara Indonesia dan Ma-
laysia. Kebutuhan utama akan regulasi an-
tara pemerintah Indonesia dan Malaysia
adalah suatu regulasi yang berlaku secara
internasional, antara lain melalui ratifikasi
Konvensi PBB tentang Perlindungan terha-
dap Pekerja Migran dan Keluarganya (UUN
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Convention on Protection on Migrant
Workers and Their Families) tahun 1990,
Convention on Elimination of Discriminat-
ion Against Women dan beberapa konvensi
ILO yang berkaitan dengan masalah buruh
migran. Pemerintah Indonesia berencana
untuk meratifikasi konvensi tersebut pada
awal masa persidangan DPR bulan Septem-
ber 2004, namun kendala terbesar adalah
Pemerintah Malaysia sendiri masih enggan
menandatanganinya, karena dianggap
memberikan porsi kebebasan yang terlalu
besar bagi para buruh migran (di antaranya
kekebasan untuk membentuk serikat buruh
migran). Apabila konvensi ini tidak diratifi-
kasi oleh pemerintah kedua negara, dalam
hal ini Pemerintah Indonesia dan Malaysia,
maka keberlakuannya menjadi sia-sia.

Dalam masalah komunikasi politik, terlihat
beberapa kali pemerintah Indonesia dan
Malaysia gagal untuk membuat suatu hu-
bungan yang baik. Menjelang pemberlaku-
an Immigration Act 1154 tersebut sebenar-
nya Ahmad Badawi, yang saat itu masih
menjabat sebagai Deputi Perdana Menteri,
telah mengumumkan pada bulan Februari
2002 bahwa undang-undang tersebut akan
mulai diberlakukan pada bulan Agustus
2002. Jadi sebenarnya pemerintah Indone-
sia sebenarnya memiliki waktu sekitar lima
bulan untuk dapat melakukan usaha-usaha
pemulangan warga negaranya yang bekerja
di Malaysia secara tidak resmi. Namun
waktu lima bulan tersebut tidak dimanfaat-
kan dengan baik, dan akhirnya terjadi rush
pemulangan besar-besaran yang diikuti
oleh tragedi kemanusiaan di Nunukan.
Sulit untuk ditelusuri apakah pemerintah
Malaysia yang kurang mengampanyekan
kebijakan baru tersebut ataukah memang
pemerintah Indonesia yang lambat mena-
nganinya.
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Masih seputar Immigration Act 1154
tersebut, PM Mahathir Mohammad menge-
luarkan suatu kebijakan “Hire Indonesian
Last”, yang bertujuan mengurangi jumlah
tenaga kerja Indonesia sampai separuh dari
jumlah yang ada dan membatasi mereka
untuk bekerja di sektor konstruksi dan per-
kebunan. Kebijakan ini ternyata meman-
cing protes dari para kalangan bisnis di
Malaysia yang masih membutuhkan keha-
diran TKI untuk menunjang usaha kons-
truksi dan perkebunannya. Kebijakan ini
juga tdak dikonsultasikan lebih jauh de-
ngan pihak pemerintah Indonesia.

Komunikasi politk menjadi unsur yang
sangat penting bagi hubungan antara
Indonesia dan Malaysia, mengingat karak-
teristik hubungan dua negara yang cukup
unik, yang oleh seorang penulis Malaysia,
Firdaus Haji Abdullah sebagai love and hate
affairs, karena pola hubungannya yang sa-
rat dengan variasi kooperatif dan konfron-
tatf.?

Hubungan antara NGO Indonesia dan
NGO di Malaysia

Sebagai sebuah kekuatan masyarakat sipil
yang tumbuh sangat cepat, NGO meme-
gang peranan penting dalam masalah tena-
ga kerja migran. Salah satu kelebihan NGO
terletak pada sistem jejaring (networking)
dengan NGO lain di negara lain yang me-
miliki kepedulian dan perhatian pada isu
yang sama.

Salah satu NGO di Indonesia yang selama
ini konsisten memperjuangkan tenaga kerja
migran adalah Konsorsium Pembela Buruh
Migran (Kopbumi), selain Solidaritas Pe-
rempuan, yang lebih banyak menitikberat-

GLOBAL Vol. 7 No. 1 November 2004



Dual-Track Diplomacy Government-NGO

kan pada tenaga kerja migran perempuan.
Kopbumi memiliki hubungan yang cukup
baik dengan Tenaganita, salah satu NGO
Malaysia yang bergerak di bidang tenaga
kerja migran. Bentuk kerja sama yang
terjalin selama ini antara lain dalam hal
pertukaran informasi tentang situasi tenaga
kerja migran dalam segala aspek. Beberapa
NGQ yang bergerak dalam bidang tenaga
kerja migran juga kerap mengadakan perte-
muan-pertemuan yang bertujuan untuk
memperjuangkan perbaikan nasib tenaga
kerja migran, khususnya dalam hal perlin-
dungan. Hasil dari pertemuan tersebut se-
lanjutnya disampaikan kepada pemerintah
di negara-negara yang bersangkutan, atau-
pun kepada badan-badan internasional.

Walaupun telah terjalin suatu jejaring yang
sangat baik antara NGO Indonesia dan
NGO Malaysia (atau dengan NGO dari ne-
gara-negara yang lain), salah satu kendala
utama yang dimiliki oleh NGO adalah ia
bukanlah sebuah entitas politik. Apabila
terjadi masalah yang berkaitan dengan per-
lindungan tenaga kerja Indonesia di luar
negeri, maka negara menjadi aktor utama.
Selain karena nature dari NGO sebagai enti-
tas nonpolitikk, NGO juga memilki keter-
batasan dana, sehingga mereka tidak bisa
membuka semacam “kantor perwakilan” di
luar negeri. Fungsi tersebut akhimya dija-
lankan oleh mitra NGO di negara yang
bersangkutan dengan berbagai keterba-
tasannya.

Hubungan anftara NGO dan Pemerintah
di Indonesia dan Malaysia.

Hubungan antara pemerintah dan NGQ di
kedua negara ini sebenarnya merupakan

inti dari dual frack diplomacy dalam masalah
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ketenagakerjaan antara Indonesia dan Ma-
laysia. Namun sayangnya, sampai saat ini
hubungan antara dua aktor ini juga belum
dapat dikatakan dalam kendisi yang kon-
struktif. Di Indonesia, saling menyalahkan
antara kedua pihak sering sekali terjadi.
Wakil dari LBH Jakarta, Rita Nasution
dalam wawancaranya dengan The Jakarta
Post mengatakan bahwa dalam banyak ka-
sus yang menimpa tenaga kerja migran,
tekanan yang dilakukan publik relatif lebih
berhasil dalam upaya mengwrangi pende-
ritaan tenaga kerja migran, dibandingkan
usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerin-
tah.?® Sementara dalam wacana yang terpi-
sah, Direktur Perlindungan dan Pember-
dayaan Tenaga Kerja Luar Negeri, Mardjo-
no, membantah tudingan beberapa NGO
yang mengatakan bahwa direktoratnya ti-
dak mengadakan koordinasi dengan Ke-
dutaan Besar Indonesia setempat apabila
terjadi kasus yang menimpa tenaga kerja
migran Indonesia di luar negeri.?!

Pemerintah terlihat sepenuhnya meletak-
kan masalah tenaga kerja migran ini ke ta-
ngan para pelaku bisnis swasta, yaitu ka-
langan Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga
Kerja Indonesia (PJTKI), dan tidak meman-
dang NGO sebagai mitra yang konstruktif
dalam upaya peningkatan mutu dan ke-
ahlian serta kesadaran para TKI terhadap
hukum. Padahal dalam kenyataannya, ba-
nyak dijumpai PJTKI “nakal” yang hanya
mencari untung dengan memberangkatkan
para TKI ini. Jangankan bicara masalah
perlindungan mereka di luar negeri, para
PJTKI “nakal” ini sering menghalaikan
berbagai cara untuk memberangkatkan pa-
ra TKI, termasuk dengan memalsukan do-
kumen. Pelatihan yang seharusnya dibe-
rikan kepada para calon TKIjuga diberikan
seadanya, bahkan ada kalanya sama sekali
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tidak diberikan. Fungsi asrama atau kantor
PJTKI tersebut hanya sebagai penampung-
an sementara bagi para calon TKI sebelum
diberangkatkan ke negara penerima.

Friksi kembali terjadi antara pemerintah
dan beberapa NGO yang memiliki perhali-
an terhadap masalah tenaga migran saat di-
sahkannya Undang-Undang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
di Luar Negeri (UU PPTKILN) pada tang-
gal 23 September 2004 yang lalu. Para NGO
ini idak puas dengan isi UU yang membe-
rikan porsi terlalu besar kepada pemerin-
tah yang bertindak selaku regulator, penga-
was sakaligus pelaksana penempatan TKI
di lvar negeri. Di samping ketidakpuasan
terhadap peran pemerintah, inti perma-
salahan sebenarnya terletak pada ketidak-
puasan terhadap keberpihakan UU tersebut
pada perlindungan TKI. UU tersebut dirasa
masih kurang berpihak terhadap masalah
perlindungan TKI di luar negeri, karena
substansinya lebih banyak mengatur masa-
lah penempatan TKI. Bagi kalangan NGO,
hal tersebut mencerminkan bahwa paradig-
ma pemerintah yang memandang bahwa
TKI tdak lebih dari “komoditas” yang da-
pat diperjualbelikan antar dua negara ma-
sih belum berubah.

Kalangan NGO mendesak bahwa masalah
perlindungan TKI dijadikan satu UU sen-
diri, dimana isinya dapat mengadopsi pa-
sal-pasal dari Konvensi Perlindungan
Terhadap Buruh Migran beserta keluarga-
nya. Namun sampai saat ini belum diketa-
hui secara jelas “nasib” keberlakuan UU
PPTKILN tersebut. Beberapa NGO dan ju-
ga PJTKI berencana mengajukan judicial
review terhadap UU tersebut kepada Mah-
kamah Agung, dan beberapa pihak lagi
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mendesak kepada pemetintahan baru un-
tuk merevisi UU tersebut.

Di Malaysia, masalah yang dihadapi juga
tidak jauh berbeda. Upaya-upaya kritis dari
pihak NGO di Malaysia untuk menyuara-
kan beberapa kondisi memprihatinkan se-
putar perlakuan terhadap tenaga kerja mig-
ran ditanggapi dengan beberapa kali tin-
dakan represif terhadap aktivis buruh mig-
ran. NGO-NGO yang bergerak dalam bi-
dang tenaga kerja migran saat ini sedang
berjuang bagi pembebasan Irene Fermadez,
seorang aktivis tenaga kerja migran yang
sedang dalam proses pengadilan oleh
pemerintah Malaysia karena dituduh me-
nyebarkan berita yang tidak benar tentang
keadaan tenaga kerja migran di Malaysia.
Dalam laporannya, Tenaganita menyuara-
kan tentang buruknya kondisi sanitasi di
kamp-kamp penampungan bagi para tena-
ga kerja migran undocumented yang tertang-
kap.

Upaya Perbaikan Diplomast Dual-Track
Tenaga Kerja antara
Malaysia

Indonesia dan

Walaupun diliputi kekusutan masalah, se-
benamya ada beberapa titik temu yang da-
pat diusahakan oleh kedua aktor ini (peme-
rintah dan NGO) dalam upaya perlindung-
an tenaga kerja Indonesia. Pada level
pemerintah, Indonesia dan Malaysia sebe-
narnya terlihat dengan jelas pola hubungan
interdepedensi antara keduanya. Tingkat
pengangguran yang tinggi, khususnya di
sektor-sektor informal, memang menjadi-
kan tenaga kerja migran hal yang tidak ter-
elakkan dalam proses pembangunan di
Indonesia. Di lain pihak, penolakan kalang-
an bisnis Malaysia terhadap kebijakan
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“Hire Indonesian Last” dari mantan PM Ma-
laysia Mahathir Mohammad, mengindika-
sikan bahwa tenaga kerja Indonesia me-
mang masih sangat dibutuhkan untuk me-
nunjang perekonomian Malaysia, dengan
catatan dalam jumlah yang terkendali dan
memilki segala kelengkapan dokumen
yang resmi, serta masuk ke dalam pasar te-
naga kerja Malaysia secara resmi pula.

Hubungan interdependensi ini harus di-
ikutd oleh terjalinnya suatu komunikasi
polilik yang baik antara elite pemerintahan
di kedua negara, serta diperbaikinya per-
aturan-peraturan tentang tenaga kerja mig-
ran antara Indonesia dan Malaysia. Melalui
Immigration Act 1154 tersebut, sebenarnya
Malaysia menunjukkan itikad baik, dengan
menjatuhkan sanksi kepada para majikan
yang mempekerjakan TKI wundocumented.
Dengan kata lain, pemerintah Malaysia ju-
ga akan mengambil tindakan hukum terha-
dap pihak-pihak di negaranya yang turut
terlibat dalam masalah TKI undocumented.

Pemerintah Indonesia juga bukan tidak
berbuat apa-apa dalam masalah regulasi te-
naga kerja migran. Setidaknya pihak pe-
merintah telah mengeluarkan Keppres
109/2001 jo. Kepmenlu No. 053/2001 yang
menjadi dasar terbentuknya direktorat ba-
ru di Departemen Luar Neger, yaitu Direk-
torat Perlindungan WNI dan Badan Hu-
kum Indonesia (BHI), yang memiliki tugas
dan fungsi pokok melakukan koordinasi,
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan
teknis perlindungan hak WINI dan BHI (ter-
masuk di dalamnya para tenaga kerja mig-
ran} di luar negeri.

Pihak Departemen Tenaga Kerja Rl juga be-

rencana untuk meluncurkan suatu Program
Diplomasi Ketenagakerjnan bekerja sama de-
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ngan Deplu dalam rangka era keterbukaan,
persaingan kawasan, baik regional maupun
internasional, seperti AFTA dan WTQ. Te-
tapi bentuk diplomasi baru ini harus juga
memperhatikan aspek perlindungan, kare-
na apabila tidak, maka akan kembali
menjadikan para tenaga kerja migran ha-
nya sebagai “komoditas” untuk diperjual-
belikan dalam era pasar bebas yang lebih
luas.

Pemerintah Indonesia harus belajar banyak
dari beberapa negara lain, misalnya Fili-
pina, tentang pengelolaan tenaga kerja mig-
ran, termasuk upaya-upaya perlindungan-
nya. Pemerintah Philipina tidak malu un-
tuk mengakui bahwa negaranya banyak
mengirimkan pekerja informal, khususnya
pembantu rumah tangga, ke negara-negara
lain, terutama Singapura. Tetapi pemerin-
tah Filipina sangat memperhatikan kualitas
para pekerja informal ini serta pengertian
terhadap hak dan kewajibannya. Di Singa-
pura, para pembantu rumah tangga asal
Filipina dikenal fasih berbahasa Inggris,
dan membentuk suatu komunitas pekerja
informal yang sangat solid. Pemerintah Fi-
lipina juga terkenal sangat tanggap terha-
dap permasalahan yang menimpa warga
negaranya yang bekerja sebagai tenaga ker-
ja migran. Pemerintah Filipina, di dalam
negeri, berusaha untuk mengurangi warga
negaranya yang bekerja sebagai undocu-
mented migrant worker lewat program pen-
didikan bagi para pekerja migran, kampa-
nye-kampanye yang bersifat edukatif dan
informatif, pendirian migrant resource cen-
ters dan penyebarluasan peraturan-peratur-
an yang berkaitan dengan tenaga kerja
migran, baik di tingkat nasional maupun
internasional®

Untuk level hubungan bilateral antara In-
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donesia dan Malaysia, perlu dirancang sua-
tu perjanjian bilateral yang lebih kompre-
hesif untuk mengatur masalah tenaga kerja
migran, yang mengatur hal-hal teknis dan
perlindungan. Sedangkan di tingkat yang
lebih luas lagi, ratifikasi Konvensi Perlin-
dungan Tenaga Kerja Migran dan Keluar-
ganya oleh Pemerintah Indonesia dan Ma-
laysia merupakan hal yang sangat penting
karena dapat mengikat kedua negara dan
konvensi tersebut berlaku secara interna-
sional, sehingga memungkinkan penga-
wasan dari negara-negara lain dalam im-
plementasinya.

Dalam hal regulasi ini sebenarnya pihak
NGQ, baik dari Indonesia dan Malaysia,
dapat memainkan peranan yang sangat sig-
nifikan. Pihak NGO di Indonesia sendiri
sebenamya secara eksplisit telah menyata-
kan kesediaannya untuk bekerja sama de-
ngan pihak pemerintah dalam masalah per-
lindungan tenaga kerja migran, mengingat
keterbatasan yang dimilikinya. NGO di In-
donesia dapat mendukung peran pemerin-
tah dalam perlindungan tenaga kerja Indo-
nesia di luar negeri lewat sumbangan pe-
mikiran dan data-data terhadap pembuatan
undang-undang yang mengatur masalah
perlindungan buruh migran. NGO dengan
kekuatan jaringan dan kesediaan data yang
akurat seharusnya dapat dijadikan mitra
bagi pemerintah. Di tingkat bilateral dan
internasional, NGO Indonesia dapat meng-
intensifkan kerjasamanya dengan NGO
Malaysia dalam mendorong Pemerintah
Malaysia untuk juga bersedia menandata-
ngani Konvensi Perlindungan Tenaga Kerja
Migran dan Keluarganya.

Untuk lebih menciptakan suatu kerja sama
yang komprehensif, Pemerintah Indonesia

lewat perwakilannya di Malaysia, dapat ju-
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ga mulai membuka suatu komunikasi de-
ngan NGOs di Malaysia yang memiliki per-
hatian terhadap masalah tenaga kerja mig-
ran. Untuk langkah awal, diperlukan ada-
nya komunikasi awal dari pihak NGO di
Indonesia untuk dapat mempertemnukan
pihak pemerintah Republik Indonesia dan
NGO di Malaysia. Pihak NGO di Malaysia
ini akan dapat membantu kinerja perwakil-
an Republik Indonesia di negara tersebut,
terutama yang berhubungan dengan data-
data kondisi terkini para TKI, khususnya
TKI undocumented. Pihak NGO di Malaysia
pun dapat memberikan konsultasi tentang
upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan
apabila terdapat kasus yang menimpa TKI
di Malaysia.

Bentuk dukungan lain yang dapat diberi-
kan oleh NGO terkait dengan masalah per-
lindungan dapat dilakukan saat para TKI
tersebut masih berada di tanah air, yaitu
dengan upaya advokasi dalam bidang hu-
kum, khususnya yang menyangkut hak
dan kewajiban mereka selaku pekerja mig-
ran. Pihak NGO juga dapat melakukan
upaya pemberdayaan para tenaga kerja
migran berupa peningkatan keahlian mere-
ka, misalnya dalam hal skill pekerjaan yang
akan mereka jalani ataupun kemampuan
berbahasa asing, khususnya sebelum kebe-
rangkatan mereka ke luar negeri. Proses ini
akan dapat mereduksi jurnlah TKI yang be-
rangkat secara tidak resmi, dan juga me-
ningkatkan posisi tawar mereka di negara
tujuan. Proses ini membutuhkan tenaga
dan waktu yang tidak sedikit, dan Hdak
akan mampu dikerjakan oleh pemerintah
sendiri maupun oleh Perusahaan Pengerah
Jasa Tenaga Kerja Indonesia, sehingga ban-
tuan yang diberikan oleh NGO dalam hal
ini akan sangat berarti.
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Pengurangan jumlah TKI undocumented dan
meningkatnya mutu keahlian mereka serta
kesadaran akan hak dan kewajiban mereka
sebagai pekerja migran akan mempermu-
dah kerja pemerintah dalam perlindungan
TKI di luar negeri. Hal ini secara luas dapat
dipandang sebagai upaya untuk mengun-
dang peran masyarakat untuk dapat juga
mengawasi proses berjalannya pengiriman
TKI ke luar negeri.

PENUTUP

Agenda-agenda di atas jelas bukan meru-
pakan hal yang mudah, walaupun juga
bukan tHdak mustahil untuk dilakukan. Hal
yang terpenting di sini adalah adanya ke-
mauan baik dari semua pihak agar para te-
naga kerja migran Indonesia benar-benar
mendapat perlakuan dan perlindungan
yang layak dari semua pihak, sesuai gelar-
nya sebagai “pahlawan devisa” yang mem-
beri sumbangan bagi perekonomian keluar-
ganya dan juga bangsa ini. Salah satu tulis-
an dalam situs www.buruhmigran.net pa-
tut untuk menjadi renungan bagi semua pi-
hak: “Migrant Worker’s Right is a Human
Right”
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